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Modus
Paspor atas nama 
Margaretha sudah memiliki 
nomor, tetapi pembuatannya 
tidak dilanjutkan.

Nomor paspor Margaretha 
digunakan untuk paspor atas 
nama Sony Laksono dengan 
foto mirip Gayus dan memakai 
rambut palsu.

Acara Pelesir 2010

24 September 

Pergi ke Makau, China. 

26 September
Kembali ke Indonesia. 

30 September 

Pergi ke Kuala Lumpur, 
Malaysia. Tanggal kembali 
tidak terdeteksi.

4-6 November 

Gayus menonton tenis dan 
menginap di Hotel Westin, 
Nusa Dua, Bali.

PATA AREADI

Pemasangan 
Iklan & Customer 

Service
No Bebas Pulsa:

08001990990 
e-mail:

cs@mediaindonesia.com 

Rp2.900/eks
(di luar P. Jawa 
Rp3.100/eks) 

Rp67.000/bulan
(di luar P.Jawa 

+ ongkos kirim) 

KAKA KEMBALI  
MADRID LEGA
Pemain asal Brasil 
ini kembali masuk 
skuat  El Real setelah 
dihantam cedera  
sejak Mei 2010.

Olahraga, Hlm 28

CUACA BURUK   
DI CHINA
Cuaca buruk yang melanda 
wilayah China bagian 
selatan selama beberapa 
hari terakhir mengakibatkan 
lalu lintas lumpuh.

Jagat, Hlm 11
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EDITORIAL

SEBUAH kompetisi sepak bola profesional dan 
mandiri lahir di Tanah Air. Namanya Liga Primer 
Indonesia (LPI).

Kota Solo di Jawa Tengah akan mencatatkan diri 
dalam sejarah karena di sinilah bergulir untuk per-
tama kali kompetisi LPI pada 8 Januari nanti. Klub 
Kota Malang, Persema, adalah salah satu anggota 
baru yang berani melawan borgol kompetisi yang 
selama ini dikunci rapat oleh Persatuan Sepakbola 
Seluruh Indonesia (PSSI).

Si jabang bayi ini belum lahir saja sudah dicekik 
PSSI yang merasa hegemoni mereka terganggu. Ber-
bagai alasan dicari untuk menggagalkan kelahiran 
LPI yang digagas pengusaha Arifi n Panigoro itu.

PSSI menilai LPI dan kegiatannya ilegal. Klub 
yang menjadi anggota LPI tidak diakui PSSI dan 
para pemainnya dilarang bergabung ke dalam tim 
nasional. Sikap PSSI menyebabkan pemain potensial 
Irfan Bachdim yang sejak awal bergabung dengan 
Persema terancam dicoret dari timnas.

Liga Primer lahir di momen yang tepat. Tepat ka rena 
inilah saat yang belum pernah terjadi dalam se jarah 
sepak bola, publik begitu antusias menonton dan mem-
bayar. Banjir pe nonton 
yang antre kar cis dalam 
turnamen Pia la AFF 
yang baru la lu adalah 
contoh kebangkitan an-
tusiasme itu.

Ketika PSSI memvo-
nis LPI sebagai kegiatan 
ilegal, jelas terlihat orien-
tasi yang sangat berbe-
da di antara keduanya. 
PSSI lebih mengutama-
kan legalitas organisasi 
dan para pengurusnya, 
sedangkan LPI fokus 
pada mutu kompetisi, 
sesuatu yang boleh dikatakan telah mati selama era 
kepemimpinan Nurdin Halid. Itulah sebabnya desak-
an publik agar Nurdin mengundurkan diri tidaklah 
mengada-ada.

Profesionalisme dan kemandirian adalah perbedaan 
fundamental antara LPI dan Liga Super Indonesia (LSI) 
yang dikelola PSSI. LPI menggerakkan kompetisi tanpa 
menyusu kepada APBD, sedangkan LSI bergantung 
pada suntikan dana pemerintah. Kalau sebuah kom-
petisi masih mengemis dana pemerintah, bagaimana 
mungkin menegakkan kemandirian?

Terlihat benar betapa PSSI lebih mementingkan 
establishment daripada mutu. LPI yang tidak menuntut 
diakui atau tidak oleh FIFA dilihat Nurdin dkk sebagai 
jalan lain perebutan takhta kepemimpinan PSSI. Publik 
tidak membutuhkan itu. Pecinta sepak bola di Tanah 
Air menuntut mutu sepak bola sebagai permainan yang 
sekaligus enak sebagai tontonan. Sepak bola yang enak 
ditonton telah mati di tangan Nurdin.

Seharusnya PSSI menerima kehadiran LPI de-
ngan lapang dada karena itulah organisasi yang 
memperkaya kompetisi di Tanah Air. Dari kompetisi 
yang kaya dan bermutu akan lahir tim sepak bola 
yang bermutu di tingkat dunia. Bila sepak bola kita 
bermutu, keinginan Nurdin menjadikan Indonesia 
tuan rumah Piala Dunia masuk akal.

Yang sulit diterima akal sehat adalah keinginan 
PSSI menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia 
di tengah kompetisi sepak bola yang amburadul. 

Publik tidak ingin selera sepak bola mereka 
dikelabui dan dijajah kompetisi dengan PSSI seba-
gai penyelenggara tunggal. Karena itu, kita sambut 
gembira kompetisi Liga Primer yang menjanjikan 
mutu untuk memperkaya kualitas sepak bola Indo-
nesia. Apanya yang salah dengan LPI?

Selamat Datang
Liga Primer

Silakan tanggapi
Editorial ini melalui:
mediaindonesia.com

Publik tidak 
ingin selera 

sepak bola mereka 
dijajah kompetisi 
dengan penyelenggara 
tunggal PSSI.”

JANGAN anggap enteng asap kembang api. Partikel 
logam yang terkandung dalam asap kembang api ternyata 

berbahaya bagi kesehatan. 
Penelitian pada Festival San 
Juan di Kota Girona, Spanyol, 
pada Juni 2008 menganalisis 
lebih dari 30 kadar senyawa 
kimia seperti timbel, tem-
baga, srontium, kalium, dan 
magnesium sesaat setelah 
kembang api diluncurkan.

Hasilnya kadar beberapa 
senyawa kimia berbahaya 
sangat tinggi. Teresa Moreno, 

peneliti dari Institute of Environmental Assessment and 
Water Research mengungkapkan partikel-partikel logam 
itu sangat berbahaya bagi paru-paru. (Sciencedaily/
Mps/X-6)

Bahaya Asap Kembang Api
PAUSE

RAKYAT Yogyakarta kem-
bali menegaskan sikap terkait 
dengan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Keistimewaan 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY). 

Kemarin, dalam Kirab Buda-
ya dan Pengukuhan Yogyakarta 
sebagai Kota Republik diangkat 
kembali fakta sejarah ketika 
Presiden Soekarno dan Wapres 
Muhammad Hatta memindah-
kan ibu kota ke Yogyakarta 
pada 4 Januari 1946. 

Dalam kirab digambarkan 
ketika sesampai di Stasiun 
Tugu, Yogyakarta, Sri Sultan 
Hamengku Buwono IX dan Sri 
Paku Alam VIII menyambut 
Soekarno-Hatta dengan bersala-
man dan saling berpelukan. 

“Saudaraku, percayakan 
NKRI berada di Yogyakarta,” 
terang Hamengku Buwono IX 
saat itu. Menyambut ucapan 
HB IX, Soekarno pun mengata-
kan, siapa pun yang mencoba 
mengkhianati Yogyakarta ada-
lah pengkhianat bangsa. 

Widihasto Wasana Putra, 
koordinator kirab, mengatakan 
kirab itu adalah peneguhan si-
kap politik bersama masyarakat 
Yogyakarta dengan segenap ciri 

PARTAI politik mulai mengga-
dang-gadang nama yang bakal 
dica lonkan sebagai presiden 
pada Pemilu 2014. Di antaranya 
Ani Yudhoyono, istri Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono, 
Letjen Pramono Edhie Wibowo, 
Pangkostrad yang juga ipar SBY, 
Megawati Soekarnoputri, serta 
Aburizal Bakrie. 

Namun bagi mantan Ketua 
Umum Golkar Akbar Tandjung, 
terlampau dini menjajakan calon 
presiden sekarang. Dia berharap 
partai-partai politik berkonsen-
trasi bekerja menyelesaikan per-
masalahan penting bangsa.

“Masih empat tahun lagi, ma-
sih jauh untuk dibicarakan seka-
rang. Masih banyak persoalan 
yang lebih penting dipikirkan 
daripada membahas capres,” 
ujar Akbar di Jakarta kemarin.

Meski demikian, kata Akbar, 
Golkar pasti membahas isu ca-
pres 2014 saat mendekati pemi-
lihan. “Pembicaraan capres kita 
endapkan dulu. Kalau sudah 
waktunya, pasti kita bicarakan,” 
imbuh mantan Ketua DPR itu.

Ketua Dewan Pertimbangan 
Golkar itu mengatakan Golkar 
akan membahas capres 2014 pa-
ling lambat awal 2013. Namun, 
sebelumnya, akan diputuskan 

terlebih dahulu sistem untuk 
menetapkan ca pres.

Pada kesempatan terpisah, 
Jubir Kepresidenan Julian Aldrin 
Pasha memastikan, waca na pen-
calonan Ani Yudhoyono sebagai 
bakal capres bukan berasal dari 
Presiden Susilo Bambang Yu-
dhoyono dan keluarganya.

“Yang pasti itu bukan berasal 
dari Ibu Ani atau dari keluar ga 
Presiden,” kata Julian di Istana 
Kepresidenan, Ja karta.

Munculnya nama Ani Yudho-
yono sebagai bakal capres dari 
Partai Demokrat masih ditang-
gapi dingin anggota koalisi pen-
dukung SBY-Boediono.

Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) misalnya mengaku belum 
membahas serius soal capres. 
Wakil Ketua DPP PKS Agus 
Poernomo mengatakan PKS be-
lum tuntas menyusun kriteria 
normatif sebagai dasar penja-
ringan capres.

Adapun bagi Ketua Dewan 
Pertimbangan Pusat (Deperpu) 
PDIP Taufiq Kiemas, capres 
mendatang haruslah yang muda 
yang berusia antara 40-50 ta-
hun. Dia memperkirakan Ketua 
Umum PDIP Megawati Soekar-
noputri tidak maju lagi sebagai 
bakal capres.(Din/Ant/*/X-4)

EDY ASRINA PUTRA

TIDAK cuma mahir 
mengutak-atik pem-
bayaran pa jak, Gayus 
Ha lomoan Tambunan 

ju ga pintar membujuk aparat 
untuk meluluskannya jalan-
jalan. Sete lah ia terung kap pergi 
ke Bali mes-
ki berstatus 
t a h a n  a n 
pada awal 
November 2010, 
kini muncul fakta baru 
Gayus pernah pelesir ke Makau, 
China, dan ke Kuala Lumpur, 
Malaysia. 

Menteri Hukum dan HAM 
Patrialis Akbar mengungkap-
kan ada orang mirip Gayus 
Tam bunan melakukan perja-
lanan ke luar negeri pada 24 dan 
30 September 2010. Orang itu 
menggunakan paspor atas nama 
Sony Laksono dengan foto mirip 
Gayus yang memakai wig.

Paspor atas nama Sony Lak-
sono itu, ungkap Patrialis, ada-
lah paspor yang seharusnya 
diperuntukkan seorang bocah 
berusia lima tahun bernama 
Margaretha. Keluarga Marga-
retha mengajukan permohonan 
paspor tersebut di Kantor Imi-
grasi Jakarta Timur.

Pihak kantor imigrasi su-
dah menyediakan paspor dan 
no mornya untuk Margaretha. 
“Tapi, ternyata paspor itu tidak 
diambil. Jadi belum dimasuk-
kan data-datanya, belum lagi 
diproses, ternyata paspor ini 
digunakan oleh orang bernama 
Sony Laksono yang fotonya, ya, 
Gayus yang pakai wig,” kata 
Patrialis kepada wartawan di 

Kantor Kementerian Hu-
kum dan HAM, kemarin.

Sepanjang September 2010, 
Ga  yus versi wig itu bepergian 
ke luar negeri dua kali. “Pada 
24 (September 2010), Sony be-
rangkat ke Makau, bukan ke Si-
ngapura. Tanggal 26 September 
kembali ke Indonesia. Tang-

gal 30 September berangkat 
lagi ke Kuala Lumpur,” jelas 
Patrialis. 

Namun, pihaknya tidak me-
nge tahui kapan Sony Laksono 
itu kembali ke Indonesia dari 
Kuala Lumpur. 
Patrialis menga-
takan tidak mau 
memvonis apakah 
Sony Laksono itu 
benar-benar Ga-
yus. 

“Namun, kalau 
memang orang itu adalah Ga-
yus, berarti ada kelemahan pada 
imigrasi. Saya sudah perintah-
kan tidak ada toleransi sedikit 
pun bagi mereka yang ikut 
berkonspirasi. Masak ya enggak 
tahu sih kalau itu Gayus?”

Pengalihan isu
Soal apakah benar Gayus ke 

Makau dan Kuala Lumpur serta 
untuk tujuan apa ia ke sana, 
baik Gayus maupun penasihat 

hukumnya, Ad-
nan Buyung Na-
sution, menolak 
berkomentar. 

“Saya sudah 
katakan,  baik 
soal dia ke Bali, 
Kuala Lumpur, 

atau Makau, kantor kami ti-
dak ikut campur. Saya hanya 
fokus perkara mafia hukum 
dan pa jak. Soal dia lari-lari, itu 
urus an dialah. Buat Abang, itu 
soal kecil karena yang pokok 
adalah bagaimana mafia hu-

kum dan pajak bisa 
t e r b o n g k a r , ”  k a t a 
Buyung, kemarin.

Buyung menegaskan pe-
munculan kasus perjalanan 
Gayus bisa jadi merupakan 
pengalihan isu kasus mafia 
pajak. Gayus juga berpendapat 
sama. “Mengapa isu ini muncul-
nya bersamaan dengan rencana 
pembacaan pleidoi saya?” kata 
Gayus sebelum masuk ruang 
sidang.

Sebelumnya, seseorang ber-
nama Devina menulis surat 
pembaca di sebuah surat kabar 
nasional Minggu (2/1). Ia meng-
aku berjumpa pria mirip Gayus, 
lengkap dengan wig dan ka-
camata, di pesawat AirAsia 
tujuan Jakarta-Singapura 

pada Kamis, 
30 September 

2010. Pesawat 
bernomor QZ 7780 

itu berangkat dari 
Bandara Soeka-
rno-Hatta pu-
kul 11.20 WIB.

Awalnya De-
vina mengaku 
tak yakin pria 
itu Gayus. Itu-
lah sebabnya 
ia tak kunjung 
melaporkan 
temuannya 
itu ke polisi 
atau ke me-
dia sebelum-
nya. Namun, 
setelah marak 
pemberitaan 

Gayus ke Bali 
awal Novem-

ber 2010, Devina 
yakin pria yang 

d i temuinya  d i 
pesawat itu Ga yus. 

(Mad/*/X-7)

edy@
mediaindonesia.com

Berita terkait hlm 2

Rakyat Yogyakarta
Pertegas Penetapan

Parpol Terlalu Dini 
Bicara soal Capres

Gayus 
Memang 
Super

Kirimkan tanggapan
Anda atas berita ini

melalui e-mail: interupsi
@mediaindonesia.com

atau mediaindonesia.com 

Adnan Buyung menegaskan isu 
pelesiran Gayus bisa jadi merupakan 
pengalihan kasus mafia pajak.

keistimewaan yang melekat di 
dalamnya. Termasuk di dalam-
nya adalah posisi Gubernur 
DIY yang sejak awal Republik 
dilakukan melalui penetapan. 
“Sampai kapan pun itu,” ucap 
Hasto.

Sri Sultan Hamengku Buwono 
X beserta segenap pemimpin 
daerah kemarin juga mengu-
kuhkan Yogyakarta sebagai 
Kota Republik dalam perge-
laran Keraton Ngayogyokarto 

Hadiningrat. 
“Wajib bagi warga masya-

rakat Yogya memperingati 
Yogyakarta Kota Republik,” 
terang Sultan.

Dosen sejarah UGM Suhar-
tono Wiryopranoto menga-
takan, terkait dengan jabatan 
gubernur, sesuai Maklumat 5 
September 1945, “Yang berlaku 
pada raja terdahulu berlaku 
bagi raja kemudian, mewaris.” 
(AT/X-9)

ANTARA/WAHYU PUTRO

KOTA REPUBLIK: Warga mengikuti Kirab Budaya dan Pengukuhan 
Yogyakarta sebagai Kota Republik di Yogyakarta, kemarin.  



ADA teori pembangun-
an yang sudah cukup 
lama, populer pada 

1970-an, yakni teori n-Ach atau 
the need for Achievement yang 
dikemukakan seorang ahli psi-
kologi sosial, David McClelland 
(1971). 

Teori ini berpijak pada dua 
pertanyaan: (1) apakah seseo-
rang memiliki ‘semangat baru 
yang sempurna’ dalam meng-
hadapi pekerjaannya?; dan (2) 
apakah dia memiliki keinginan 
untuk berhasil?

Dengan teorinya, McClel-
land yakin bahwa keberhasilan 
seseorang tidak semata karena 
dorongan-dorongan dari luar 
seperti untuk penaikan pangkat, 
atau untuk mendapatkan im-
balan (gaji) yang lebih besar. 

Akan tapi, lebih karena ada 
panggilan dalam jiwanya yang 
mampu mendorong seseorang 
untuk meraih prestasi. Seseo-
rang yang memiliki n-Ach akan 
merasa puas bila apa yang diker-
jakannya mencapai kesuksesan. 
Adapun imbalan material ha-
nyalah faktor sekunder.

Jika dalam suatu masyarakat 
terdapat banyak orang memiliki 
n-Ach yang tinggi, ada harapan 
besar bahwa masyarakat terse-
but mampu mencapai pertum-
buhan ekonomi yang tinggi pula. 
Pendapat McClelland itu bukan 
sekadar asumsi, melainkan su-
dah dibuktikan melalui peneli-
tian sejarah yang panjang.

Dari dokumen-dokumen ke-
susastraan yang dimiliki suatu 
masyarakat yang ada sejak za-

man Yunani Kuno bisa disim-
pulkan, masyarakat yang karya 
kesusastraannya berupa puisi, 
prosa, naskah drama, dan lain-
lain mencerminkan semangat 
dan optimisme yang tinggi, 
maka pertumbuhan ekonomi 
masyarakat yang bersangkutan 
juga tinggi. 

Sebaliknya, dalam masyarakat 
yang karya kesusastraannya 
tidak mencerminkan semangat 
dan optimisme, pertumbuh-
an ekonomi masyarakatnya 
rendah.

Teori n-Ach ini masih relevan 
sampai sekarang, terutama bagi 
masyarakat yang tengah beru-
paya untuk maju seperti In-
donesia. Bagaimana kita bisa 
melihat apakah masyarakat kita 
memiliki n-Ach yang tinggi atau 

tidak? Kalau bukan dari karya 
sastra, setidaknya bisa kita lihat 
dari harapan-harapan yang 
muncul saat memasuki tahun 
baru. Harapan-harapan itu dapat 
kita baca dalam pesan singkat 
(SMS), status Facebook, Twitter, 
dan lain-lain.

Harapan-harapan yang da-

lam bahasa spiritual disebut 
doa merupakan energi positif 
yang mampu mendorong ke-
berhasilan kita dalam kehidupan 
sehari-hari. Mengapa demikian? 
Karena setiap harapan baik 
yang kita baca secara otomatis 
akan menstimulasi otak kita 
yang kemudian dipompakan ke 
seluruh sel-sel yang ada dalam 
tubuh kita sehingga bergerak 
secara aktif untuk merealisasikan 
harapan-harapan itu.

Energi positif itu bahkan bisa 
dipastikan ikut mempengaruhi 
lingkungan sekitar karena dalam 
proses aktualisasinya senantiasa 
meniscayakan interaksi dengan 
lingkungan yang ada di seki-
tarnya. Energi positif itu, selain 
karena n-Ach yang built-in dalam 
jiwa kita, bisa muncul karena 

kondisi kritis yang ada di luar 
diri kita yang kemudian menjadi 
dasar lahirnya teori mestakung.

Mestakung adalah akronim 
dari ‘semesta mendukung’. 
Menurut teori yang diperke-
nalkan Prof Yohanes Surya ini, 
alam semesta (lingkungan) akan 
senantiasa mendukung kita 
untuk keluar dari kondisi kritis. 
Seberapa besar pun kondisi 
kritis itu, alam semesta sudah 
diciptakan Tuhan dengan sendi-
rinya akan menyesuaikan untuk 
bisa membantu kita keluar dari 
kondisi kritis itu. Keyakinan itu-
lah antara lain yang mendorong 
para peserta olimpiade fi sika dan 
matematika di bawah bimbing-
an Yohanes senantiasa berhasil 
meraih prestasi gemilang.

Pergantian tahun merupakan 

momentum yang sangat tepat un-
tuk menumbuhkan energi positif 
itu. Dengan memunculkan reso-
lusi atau harapan-harapan yang 
baik pada tahun baru, bahwa hari 
ini harus lebih baik daripada hari 
kemarin, tahun 2011 harus lebih 
baik daripada 2010.

Tak perlu berharap atau ber-
gantung pada pemerintah jika 
harapan yang baik itu diucap-
kan dengan sungguh-sungguh, 
dengan memusatkan hati dan 
pikiran secara penuh, bukan 
hanya sel-sel yang ada dalam tu-
buh, melainkan alam sekitar pun 
akan ikut membantu merealisa-
sikan harapan itu. Percayalah, 
ada atau tidak ada pemerintah, 
harapan-harapan itu akan be-
kerja sesuai mekanisme yang ada 
pada dirinya!

harus mengambil foto secara 
langsung. Artinya, ada suap di 
sana. Secanggih apa pun sistem-
nya, kalau ada suap dalam 
birokrasi ya tetap saja bobol,” 
tandasnya.

Anggota Komisi III dari F-PD 
Saan Mustofa mengatakan, 
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imi-
grasi perlu menyelidiki kasus itu 
lebih lanjut. “Bagimana sampai 
ada paspor palsu, itu kan pasti 
ada kecerobohan. Perlu diseli-
diki, jangan-jangan ada orang 
dalam Gayus di sana,” ujarnya.

Akan tetapi, anggota Komisi 
III F-PAN Tjatur Sapto Edy 
menilai tipis kemungkinan ada 
kesengajaan Ditjen Imigrasi 
meloloskan Gayus. 

“Bisa saja dia menyamar keti-
ka membuat paspor dan petugas 
tidak mengenali. Atau ada joki. 
Kewaspadaan saja yang lemah. 
Makanya nanti dengan sistem 
baru, dibuat dengan cip agar bisa 

terdeteksi dengan maksimal,” 
ujarnya.

Patrialis Akbar mengung-
kapkan ada orang mirip Gayus 
Tambunan melakukan per-
jalanan ke luar negeri pada 24 
dan 30 September 2010. Orang 
itu menggunakan paspor atas 
nama Sony Laksono dengan 
foto mirip Gayus yang me-
makai wig.

Paspor atas nama Sony Lak-
sono itu, ungkap Patrialis, adalah 
paspor yang seharusnya diper-
untukkan seorang bocah berusia 
5 tahun bernama Margaretha. 

Keluarga Margaretha mengaju-
kan permohonan paspor terse-
but di Kantor Imigrasi Jakarta 
Timur. Akan tetapi, keluarga 
Margaretha tidak mengambil 
paspor itu. 

Patrialis menegaskan, penga-
lihan identitas tersebut termasuk 
tindakan di luar kelaziman. 
“Kalau modifi kasinya seperti itu 
sudah di luar ketentuan, artinya 
paspor itu untuk si A, kenapa 
si B. Kemudian si B ini kenapa 
mirip seperti foto yang di Bali,” 
katanya.

Karena itu, Patrialis mengaku 
sudah memerintahkan bawah-
annya untuk menelusuri proses 
pembuatan paspor atas nama 
Sony Laksono yang dikeluar-
kan Kantor Imigrasi Jakarta 
Timur.

Kepala Kantor Imigrasi Ja-
karta Timur Nasrul Ngabdimasa 
mengaku tidak mengetahui ada-
nya paspor atas nama Sony Lak-

sono. “Terbitnya paspor tersebut 
bukan pada masa saya. Itu masa 
sebelum saya menjadi kepala 
imigrasi,” kilah Nasrul.

Libatkan satgas
Menteri Koordinator Politik 

Hukum dan Keamanan Djoko 
Suyanto meminta pihak terkait 
untuk segera menyelesaikan 
kasus pembuatan paspor atas 
nama Sony Laksono itu. 

“Saya harapkan kepolisian 
atau Satuan Tugas (Satgas) Pem-
berantasan Mafi a Hukum mem-
bantu kepolisian untuk mengu-
sut itu,” kata Djoko.

Djoko juga menginstruksi-
kan tindakan tegas terhadap 
petugas imigrasi jika terbukti 
menyalahgunakan wewenang 
dengan memberikan kemudah-
an dalam membuat paspor itu. 
(*/Ant/P-1)

fauzi@mediaindonesia.com
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Secanggih apa pun 
sistemnya, kalau 

ada suap dalam birokrasi 
ya tetap saja bobol.”

Bambang Soesatyo
Anggota Komisi III DPR

2 POLKAM

DPR kian memperlihatkan 
wajah inkonsistensi. Badan 
Urusan Rumah Tangga (BURT) 
DPR memastikan melanjut-
kan proses pembangunan 
gedung baru DPR dengan 
perkiraan besaran anggaran 
yang sama. 

Anggota BURT DPR dari 
F-PPP Muhamad Arwani 
Thomafi  di Jakarta, kemarin, 
memastikan pembangunan 
gedung baru DPR dimulai se-
telah masa reses yang berakhir 
pada 10 Januari. 

Ia menegaskan, pimpinan 
DPR pada 6 September 2010 
memutuskan untuk tidak 
menghentikan proses pem-
bangunan gedung baru, tapi 
ditunda karena menuai kritikan 
publik. 

“Dalam rapat tersebut tidak 
ada yang menolak, semua 
fraksi setuju untuk penundaan, 
bukan pembatalan. Kini ting-
gal menunggu arahan saja,” 
tegasnya.

Wakil Ketua BURT DPR dari 
F-Gerindra Pius Lustrilanang 
menambahkan, rapat pimpinan 
DPR dan pimpinan BURT akan 
membahas penghitungan ulang 
biaya pembangunan gedung 
baru DPR. 

“Ketika penundaan dilaku-
kan, penghitungan ulang ber-
jalan. Kami membutuhkan 
waktu 3 sampai 5 bulan untuk 
menyelesaikan penghitungan 
detail and engineering design 
(DED),” ungkapnya.

Ia menjelaskan, penghitung-
an ulang dilakukan sejak Ok-
tober 2010. Hasil sementara 
penghitungan sudah dapat di-

selesaikan pada Januari. 
Berdasarkan perhitungan se-

mentara, lanjut Pius, proyek itu 
akan menghabiskan anggaran 
lebih dari Rp1 triliun.

Bahkan ia menjadwalkan 
proses pembangunan sege-
ra berlangsung. “Memasuki 
Februari-Maret tender bakal 
dibuka,” jelas Pius.

Padahal, berdasarkan per-
hitungan sebelumnya, biaya 
pembangunan gedung baru 
DPR senilai Rp1,16 triliun. 
Besaran itu terbagi atas biaya 
konstruksi fi sik Rp1,13 triliun, 
biaya konsultan perencana 
Rp19 miliar, biaya konsultan 
Rp16,88 miliar, dan biaya pe-
ngelolaan kegiatan Rp1,12 
miliar. 

Biaya tersebut di luar biaya 
teknologi informasi, sistem 
keamanan, dan furnitur.

Koordinator Indonesia Bud-
geting Center (IBC) Arif Nur 
Alam menilai kelanjutan proyek 
itu memperlihatkan inkonsis-
tensi para wakil rakyat. 

Selain itu, lanjutnya, ha-
rus ada pengawasan hukum 
terhadap proses proyek itu. 
“Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) harus bergegas 
turun tangan mengawasi DPR 
sebagai upaya pencegahan 
tindak pidana korupsi,” tegas 
Arif. 

Apalagi, imbuh Arif, pemba-
ngunan itu tidak layak menjadi 
prioritas DPR. 

Menurutnya, DPR sebaik-
nya menghentikan proyek itu 
untuk memfokuskan pada 
upaya peningkatan kinerja. 
(AO/P-1)

Diduga ada keterlibatan aparat di Ditjen Imigrasi dalam kasus 
paspor orang mirip Gayus Tambunan. 

GEDUNG BARU: Maket Gedung DPR ini akan menjadi kenyataan karena Badan Urusan Rumah Tangga 
(BURT) DPR memastikan melanjutkan proses pembangunan dengan biaya lebih dari Rp1 triliun.  

MUHAMMAD FAUZI

Patrialis Diminta
Bertanggung Jawab

ANGGOTA Komisi 
III DPR dari F-PG 
Bambang Soesatyo 
meminta Menteri 

Hukum dan HAM Patrialis Ak-
bar bertanggung jawab, atas lo-
losnya pembuatan paspor atas 
nama Sony Laksono yang di-
duga adalah Gayus Halomoan 
Tambunan. 

Bahkan, menurut Bambang, 
kejadian paspor itu memperli-
hatkan dugaan kerja sama aparat 
di bawah Patrialis Akbar dengan 
Gayus. “Menkum dan HAM 
harus bertanggung jawab, tidak 
bisa lepas tangan,” tegas Bam-
bang di Jakarta, kemarin. 

Menurutnya, sistem pembuat-
an paspor telah meminimalisasi 
kemungkinan paspor palsu, 
paspor ganda, atau penggu-
naan joki. “Kalau dengan joki, 
pastinya sulit saat foto karena 

Pejabat yang Tumbuh
YANG ekonominya tumbuh ya para pemimpin, pejabat, dan 
anggota DPR doang kok. 

Memet

Omongan Ngawur
HATTA Rajasa mengklaim pengangguran susut menjadi 7,14%. 
Omongan opo iki? Ngawur. 

Mbah Bejo
          

Bermulut Besar
PEMERINTAHAN bermulut besar. Omdo! 

Dominic Jowie

Rakyat cuma Budak
MAKROEKONOMINYA yang tumbuh pesat, artinya para elite 
dan pengusaha kakaplah yang semakin menggurita harta keka-
yaannya. Rakyat kecil cuma diperbudak jadi kuli dan buruh. Apa 
ini yang dinamakan keadilan ekonomi? 

Abdun DK

Buka Lapangan Kerja
KEBIJAKAN dan payung hukum yang membuka industri di pro-
vinsi menyerap lapangan kerja. 

Dani Apriyadi
         

Retorika Politik
PERTUMBUHAN tanpa kenyataan hanya berbangga dengan 
pencapaian angka-angka yang tidak riil. Nyatanya itu cukup 
membuat SBY merasa telah berhasil dalam melaksanakan roda 
pemerintahan. 

Kenyataannya berjuta rakyat masih miskin dan kelaparan. 
Apalagi penanganan korupsi tidak tegas. Bahkan negara tetangga 
meremehkan kita. Inikah keberhasilan pertumbuhan ekonomi? 
Hanya retorika politik. 

Himly Rizza

PROYEKSI pertumbuhan ekonomi pada 2010 mencapai 6% tidak 
menjadikan situasi menggembirakan. Ternyata ada ketimpangan 
dalam pendapatan masyarakat dan tidak ada perubahan yang 
signifikan. Menurut Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika, 
dalam 5 tahun terakhir rasio Gini hanya turun 0,012 yakni dari 
0,343 pada 2005 menjadi 0,331 pada 2010. Rasio Gini memben-
tang dari nol sampai 1. Nol menunjukkan pemerataan dan satu 
melambangkan ketimpangan.

Bagaimana hal itu bisa terjadi? sejumlah pembaca memberi-
kan tanggapannya di Mediaindonesia.com, interupsi@mediaindo-
nesia.com, dan Facebook Harian Umum Media Indonesia. Berikut 
petikannya.

PENGANTAR

Interupsi Selengkapnya di mediaindonesia.com

Utopia Pertumbuhan 
Ekonomi

DOK BURT DPR

ANTARA

Energi Positif Tahun Baru
PODIUM

Sedot Rp1 Triliun, 
Gedung Baru DPR 

Jalan Terus

Oleh
Jeffrie Geovanie
Anggota Komisi I DPR RI

DOK PRIBADI
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KASUS-KASUS pelanggaran 
hak asasi manusia (HAM) yang 
dilakukan militer sudah jauh 
berkurang jika dibandingkan 
dengan yang terjadi di masa 
Orde Baru. Itu menjadi salah 
satu indikator adanya pembena-
han di tubuh Tentara Nasional 
Indonesia (TNI).

Namun, sebuah video yang 
diunggah ke situs Youtube pada 
16 Oktober 2010, membuat 
masyarakat terhenyak. Video 
berdurasi 4 menit 47 detik itu 
merekam penganiayaan yang 

dilakukan oknum anggota TNI 
terhadap sejumlah warga Papua 
yang dianggap terlibat Organi-
sasi Papua Merdeka (OPM). 
Peng aniayaan itu, apa pun ala-
sannya, dinilai telah mengabai-
kan nilai-nilai kemanusiaan.

Tindakan kekerasan yang 
terjadi dalam video itu diakui 
Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Keamanan 
Djoko Suyanto. “Kejadian itu 
benar, pelakunya anggota mi-
liter memang benar. Ada tinda-
kan para prajurit di lapangan 
yang berlebihan dalam menge-
lola mereka yang ditangkap,” 

ujarnya dalam keterangan pers 
di Istana Negara seusai ra-
pat terbatas di Kantor Presiden 
pada 22 Oktober 2010.

Djoko juga mengatakan pra-
jurit yang melakukan tindakan 
tersebut akan diberi sanksi 
te gas. Tidak sampai sebulan se-
sudahnya, empat anggota TNI 
Yonif 753 AVT/Nabire yang 
terbukti terlibat dijatuhi sanksi 
oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Militer III-9 Jayapura. Publik 
lebih terhenyak karena para 
pelaku hanya diganjar lima 

hingga tujuh bulan penjara.
Sanksi yang hanya beberapa 

bulan itu membuat akuntabilitas 
peradilan militer dipertanyakan. 
Apakah hukuman kurungan itu 
sudah bisa menimbulkan efek 
jera bagi para pelaku? Karena 
dengan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), pelaku 
penganiayaan bisa diganjar 
sanksi yang lebih berat.

Atas peristiwa tersebut, Di-
rektur Program Imparsial Al 
Araf menilai pemerintah saat 
ini tidak serius melakukan re-
formasi di peradilan militer. Ini 
terlihat dari keinginan melaku-

kan revisi Undang-Undang 
No mor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer yang tahun 
lalu gagal direvisi.

“Revisi ini harus menjadi 
prioritas, agar peradilan militer 
tidak menjadi tempat untuk 
mendapatkan impunitas (keke-
balan hukum) bagi anggota TNI 
yang melakukan kekerasan. Ini 
bukan hanya soal pelanggaran 
HAM, melainkan juga sebagai 
mandat undang-undang TNI,” 
tuturnya.

Pendidikan dan pelatihan 

berbasis HAM kepada para 
prajurit memang menjadi faktor 
penting. Agar kalangan militer 
tidak menggunakan kekerasan 
dan melanggar HAM dalam 
me lakukan tugasnya. Akan 
te tapi, ketukan palu hakim 
per adilan militer juga menjadi 
bagian penting untuk memberi 
efek jera kepada para oknum 
yang masih akrab dengan tin-
dak kekerasan. Hal itu menjadi 
harapan kita semua, tentunya. 
Semoga pemerintah semakin 
serius melakukan reformasi 
peradilan militer tanpa pandang 
bulu. (Nurulia Juwita Sari/P-4)

Peradilan Militer
tanpa Efek Jera

DMK Harus Periksa Semua Nama
Ada 18 nama yang 
disebut-sebut 
dalam laporan tim 
investigasi Refly 
Harun. Panel etik 
belum pernah 
mengonfrontasi.

NURULIA JUWITA SARI

M
AJELIS Kehor-
ma tan  Hak im 
(MKH) yang di-
bentuk Mahkamah 

Konstitusi (MK) harus memang-
gil seluruh nama yang disebut 
dalam laporan tim investigasi 
pimpinan Reß y Harun. 

MKH harus memeriksa dan 
mengonfrontasi untuk mene-
mukan kebenaran dalam kasus 
dugaan suap yang menerpa MK. 
Permintaan itu ditegaskan ha-
kim konstitusi Akil Mochtar saat 
ditemui di Jakarta, kemarin.

“Saya minta semua nama di-
panggil lalu dikonfrontasi. Saya 
minta semua orang yang disebut 
diperiksa supaya hasilnya kom-
prehensif,” tegasnya.

Permintaan itu pernah di sam-
paikan Akil. “Waktu diperiksa 
panel etik sudah saya minta. 
Tetapi, belum ada (konfron-
tasi).” 

Akil disebut-sebut menemui 
Bupati Simalungun, Sumatra 
Utara, JR Saragih yang sedang 
bersengketa di MK. Dalam kon-
teks itulah, Akil menekankan 
pentingnya keterangan semua 
pihak untuk didengar MKH. 

Permintaan yang sama diu-
tarakan hakim MK Arsyad Sa-
nusi, yang dikait-kaitkan dengan 
calon Bupati Bengkulu Selatan 
Dirwan Mahmud. Laporan tim 
Reß y menyebutkan adanya per-

temuan Arsyad dengan Dirwan, 
Zaimar (adik ipar Arsyad), dan 
Neshawaty (putri Arsyad) di ke-
diaman Arsyad. Saat itu, Dirwan 
sedang mengajukan uji materi 
UU 32/2004 ke MK. 

“Semua orang yang disebut 
dalam pertemuan-pertemuan 
supaya dipanggil. Yang penting 
luruskan fakta kebenaran,” kata 
Arsyad. 

MKH beranggotakan lima 

orang dengan ketuanya Harjono. 
Tiga anggota MKH berasal dari 
eksternal  MK.

Indonesia Corruption Watch 
(ICW) mengkritik MK yang tidak 
meminta masukan masyarakat, 
dalam memilih  tiga anggota 
MKH itu. Namun, Ketua MK 
Mahfud MD tidak menganggap 
serius kritikan ICW itu. 

“Dulu katanya MK salah ka-
rena membentuk tim investigasi 

bukan langsung lapor ke Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Setelah hasil investigasi dilapor-
kan ke KPK, kata ICW salah juga 
karena tidak ada penyelidikan 
ke dalam dan tidak membentuk 
MKH. Setelah MKH dibentuk, 
katanya salah juga karena tak 
mendengar masukan publik,” 
ujar Mahfud.

Sekjen MK Janedjri M Gaffar 
berkukuh, pembentukan MKH 

telah melalui prosedur. Proses itu 
melibatkan hakim, mantan ha-
kim, dan tim investigasi. “Proses 
pencarian sekitar tiga minggu,” 
ucap Janedjri.

Dibekuk polisi
Sementara itu, salah satu saksi 

kunci kasus suap di MK, Dirwan 
Mahmud yang dikabarkan sem-
pat menghilang ternyata ter-
tangkap tangan di Pelabuhan 
Bakauheni, Lampung. Dirwan 
dibekuk kepolisian, 2 Januari 
2011. 

“Kejadiannya waktu itu dini 
hari sekitar pukul 02.30 WIB, 
ketika dalam perjalanan menuju 
Jakarta. Narkoba jenis pil, seba-
nyak satu butir,” ungkap Mus-
pani, kuasa hukum Dirwan.

Muspani mengaku khawatir 
penangkapan Dirwan itu akan 
menghambat penyelidik an di 
KPK. 

Kemarin, giliran mantan pani-
tera pengganti MK, Makhfud, 
yang dimintai keterangan oleh 
KPk. Sebelumnya, KPK su-
dah memeriksa Reß y dan Ma-
heswara Prabandono. 

Makhfud tiba di Kantor KPK 
sejak pukul 08.30 dan baru ke-
luar dari ruang pemeriksaan 
pada pukul 20.45. Kuasa hukum 
Makhfud, Andi Asrun, menga-
takan dalam pemeriksaan itu 
pihaknya juga mengajukan bukti 
baru berupa pengakuan Dirwan 
yang dimuat di Media Indonesia, 
30 Desember lalu. “Yang me-
nyatakan bahwa Dirwan tidak 
pernah meminta Makhfud untuk 
membantu perkaranya.” 

Makhfud adalah panitera 
pengganti MK yang diduga me-
nerima sejumlah uang terkait 
sengketa pemilu kada Bengkulu 
Selatan. (*/CC/P-4)

nurulia@mediaindonesia.com

KPK Surati PSSI Terkait Final AFF

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Persatuan 
Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk meminta klariÞ kasi 
terkait dengan dugaan grati Þ kasi saat Þ nal AFF Suzuki Cup 2010 
pada 29 Desember. 

Juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin, KPK hendak 
mencari kebenaran dugaan aksi bagi-bagi tiket gratis kepada se-
jumlah pejabat negara dalam laga Þ nal itu.  Surat itu disusun oleh 
bagian gratiÞ kasi KPK dan ditujukan kepada Sekjen PSSI Nugraha 
Besoes. “Suratnya baru dikirim hari ini,” kata Johan. 

Sebelumnya, muncul dugaan pemberian tiket ke sejumlah pe-
jabat dalam pertandingan Þ nal Piala AFF yang digelar di Gelora 
Bung Karno merupakan grati Þ kasi yang diterima pejabat negara.  
Johan menambahkan, KPK juga akan menilai apakah pejabat ne-
gara yang tidak melaporkan pemberian tiket gratis dalam waktu 
30 hari dapat dikenai delik pidana.(*/P-1)

Mantan Bos PLN Divonis 6 Tahun
MANTAN General Manager (GM) PLN Distribusi Lampung Budi 
Harsono dijatuhi vonis 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta. 

Vonis itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, kemarin. 

Majelis hakim yang diketuai oleh Jupriadi menganggap Budi 
terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp42,3 miliar dalam 
proyek sistem informasi pelanggan PLN Lampung pada 2004-
2008. “Terdakwa menunjuk langsung rekanan, memperpanjang 
kontrak, dan mengamendemen kontrak hingga sembilan kali,” 
ujar Jupriadi saat membacakan putusan.

Akan tetapi, menurut majelis hakim, Budi tidak terbukti meneri-
ma imbalan Rp3,4 miliar dari PT Altellindo Karya Mandiri selaku 
rekanan.   Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang 
meminta agar Budi dihukum 8 tahun penjara, membayar denda 
Rp500 juta, dan uang pengganti Rp3,4 miliar. Mendengar vonis 
tersebut, Budi menyatakan mengajukan banding.(CC/P-1)

JK dan Kwik Dipanggil untuk Kasus Yusril
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla dipastikan memenuhi pang-
gilan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus 
(JAM-Pidsus) guna memberikan keterangan yang meringankan 
untuk tersangka Yusril Ihza Mahendra.

“Beliau (Jusuf Kalla) bersedia hadir sesuai dengan undangan 
kita,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) 
Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap di Jakarta, kemarin. 

Jusuf Kalla menjadi saksi meringankan dalam kasus dugaan 
korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) 
Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, Kwik Kian Gie, mantan Menko Ekuin, turut bersedia 
memberi keterangan meringankan. Kehadiran kedua mantan pe-
jabat negara itu berdasarkan permintaan Yusril Ihza Mahendra.

Babul menambahkan, Kejagung sudah melayangkan surat 
panggilan kepada kedua orang tersebut pada 29 Desember 2010. 
“Dan diterima pada 30 Desember 2010,” katanya. (*/Ant/P-1)
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